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ABSTRAK

Disertasiiniberfokuspadaanalisismodelrelasikekunsaandalamprogrambantuanpembiayani

pendidikan  melalui   analisis   tiga   dimeusi   IV4rrow.ve  Po/jcj;  Frc7mewor4  (NPF)  dan  teori

kekuasaan Steven Lukes. Studi ihi berkonsentrasi pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar

(PIP)diKotaPalembangyangbertujunnuntukmemberikanakseskesempatanpendidikanyang

layakkepadakelompokmasyarakatkurang.Hasilanalisismenunjukkanbahwapersepsipublik

dan pelaksanaan  program  sangat dipengaruhi  oleh  narasi  kebijakan.  Studi  ini  menunjukkan

hasil  dari  pengolahan  data  melalui  tiga  dimensi  kekuasaan  yang  digunakan:  pengambilan

keputusan,  pengendalian  agenda,  dan  manipulasi  keinginan.  Selain  itu,  bagaimana  narasi

kebijakan  dibuat  untuk  membantu  proglan  bejalan dengan baik.  mstl dari penelitian  dan

merjadi rehomendast  dan infomast  infomasi  praktis  kepada  pembuat  kebijakan  tentang  cara

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan akses pendidikan. Untuk memahami

dinamika kebijakan pendidikan di  Indonesia, integrasi  antara teori  NPF dan teori  kekuasaan

StevenLukesmemberikanpandanganmultidimensionalyangberguna.
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PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan elemen vital dalam pembangunan nasional karena 

memainkan peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Adanya sumber daya manusia berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi, 

stabilitas sosial, dan kemajuan budaya suatu negara. Di Indonesia pendidikan 

dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 

Pasal 31. Pada pasal 31 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan. Indonesia saat ini telah mulai mengutamakan pendidikan sebagai hak 

dasar warga negara yang harus terpenuhi (MK, 2009). Namun, Indonesia masih 

menghadapi tantangan besar dalam hal akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi 

kelompok yang kurang mampu (Zamjani et al., 2023). 

Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan akses pendidikan yang 

ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

tingkat partisipasi sekolah telah meningkat, tetapi masih terdapat kesenjangan yang 

signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

pada jenjang pendidikan menengah untuk anak usia 16-18 tahun pada tahun 2021 

berada di angka sekitar 84% di perkotaan, sedangkan di pedesaan hanya 72%. Hal 

ini mencerminkan tantangan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas pendidikan 

yang tidak merata sehingga menimbulkan dampak ketidaksetaraan akses 

pendidikan (Unit Riset Sekretariat TNP2K, 2022). 

Kualitas pendidikan juga memegang peran penting dalam meningkatkan 

pendidikan. Laporan PISA (Programme for International Student Assessment) 

2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa performa siswa Indonesia dalam 

hal literasi, matematika, dan sains masih tertinggal jauh dibandingkan dengan 

negara-negara lain. Skor rata-rata Indonesia untuk literasi hanya 371. Angka ini 
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masih jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 487. Faktor yang 

mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan ini antara lain kurangnya kualitas 

guru, rendahnya tingkat kompetensi siswa, kurangnya fasilitas, dan sumber daya 

pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil (OECD, 2019). 

Guru sangat memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar. 

Sehingga keterampilan dan keahlian guru sangat berpengaruh dalam proses belajar 

siswa di kelas. Realita yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya 

pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru menyebabkan masalah yang 

signifikan (Zamjani et al., 2023). Hambatan terhadap akses terhadap pelatihan 

berkualitas juga terbatas terutama bagi guru-guru di daerah terpencil (Kemeterian 

Keuangan, 2023; OECD, 2019). Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2020, hanya sekitar 70% guru di Indonesia yang 

memenuhi syarat kualifikasi minimum yaitu sarjana (S1) atau diploma IV. Hal ini 

tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mencapai 54 juta lebih. 

Faktor ekonomi juga menjadi pendorong terhambatnya akses pendidikan bagi 

anak-anak di Indonesia. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus berhenti 

sekolah lebih awal untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sekitar 4,5 juta 

anak usia sekolah (7-18 tahun) tidak melanjutkan pendidikan karena alasan 

ekonomi (Adji, Asmanto, et al., 2022). Program-program bantuan seperti Program 

Indonesia Pintar (PIP) telah diperkenalkan untuk mengatasi masalah ini. Namun, 

implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan termasuk dalam hal 

distribusi dan efisiensi penggunaan dana (Syukri et al., 2023a). 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi 

masalah ini. Salah satu upaya yang sedang dijalankan adalah melalui Kurikulum 

Merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2021. Kurikulum ini bertujuan untuk 

meningkatkan fleksibilitas dan relevansi pendidikan. Peningkatan anggaran 

pendidikan hingga 20% dari APBN setiap tahunnya juga telah dilakukan untuk 

menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Namun, 
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tantangan besar terjadi dalam hal pelaksanaan kebijakan yang efektif dan 

pemantauan kualitas pendidikan di semua Tingkat (Kemeterian Keuangan, 2023). 

Pada konteks pembangunan nasional pendidikan bukan hanya sekadar 

memberikan pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk 

menjadi warga negara yang produktif dan berdaya saing global. Tantangan akses 

dan kualitas pendidikan masih menghalangi langkah Indonesia untuk lebih maju. 

Kelompok masyarakat kurang mampu terus diupayakan untuk dapat mengakses 

pendidikan berkualitas yang mereka butuhkan untuk berkembang (Wilhelm et al., 

2021). Melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah mencoba 

mengupayakan akses pendidikan di Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat 

kurang mampu. 

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu inisiatif strategis yang 

diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan bagi 

anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini secara resmi diperkenalkan 

sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mencapai pemerataan pendidikan di 

seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. PIP 

dirancang untuk memberikan bantuan pembiayaan pendidikan yang dapat 

mengurangi hambatan ekonomi yang sering kali menjadi penghalang utama bagi 

anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka 

(Pusdatin Kesos, 2022). 

Tujuan utama dari PIP adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak 

dari keluarga miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Program ini 

berfokus pada anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah atas yang sering kali 

menghadapi risiko putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Melalui program ini 

pemerintah memberikan bantuan tunai yang dapat digunakan untuk keperluan 

pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, seragam, buku, serta membayar 

biaya transportasi (Kemendikbud, 2020; Kementerian PPN/BAPPENAS, 2021) 
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Secara operasional PIP diimplementasikan melalui kerjasama antara 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 

dan Kementerian Sosial. Selain mendapat dukungan dari kementerian, program ini 

juga melibatkan pemerintah daerah berguna untuk memastikan bahwa bantuan ini 

tepat sasaran. Data penerima manfaat PIP diambil dari basis data terpadu yang 

dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) yang 

mencakup anak-anak dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Ahmad, 2021a; Pusdatin Kesos, 2022). 

Agenda rencana pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memiliki salah tujuan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang berdaya saing tinggi diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai 

pihak. Beberapa program dan kebijakan telah dilakukan seperti peningkatan 

anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN setiap tahun. Alokasi anggaran yang 

digunakan untuk program PIP ini terbagi sesuai dengan jenjang pendidikan mulai 

dari SD – SMA/SMK. Total siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP sebanyak 

11.308.246 siswa atau 61,8% dari total alokasi. Inisiatif pemerintah Indonesia 

melalui program PIP telah berhasil menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia, 

memberikan mereka akses yang lebih baik ke pendidikan dasar dan menengah. 

Penyaluran bantuan pendidikan paling tinggi diperuntukan untuk siswa SD, 

sedangkan angka penyaluran kepada siswa SMK rendah. 

Tabel 1.1. Anggaran Program Indonesia Pintar tahun 2019-2022 

Jenjang 

Pendidikan 
2024 2023 2022 

 

SD 4.212.276.300.000 4.212.276.300.000 
 

4.212.276.300.000 

SMP 2.711.107.500.000 2.711.107.500.000 2.711.107.500.000 



5 

Universitas Sriwijaya 

 

 

 

SMA 3.226.524.300.000 1.175.672.500.000 1.175.672.500.000 

SMK 3.297.802.500.000 1.529.167.000.000 1.529.167.000.000 

Sumber: Kemendikbud 

 

 

Pelaksanaan PIP dijalankan dengan mengacu pada beberapa peraturan yang 

telah dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa bantuan pendidikan disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tahapan yang dilalui mulai dari identifikasi 

penerima manfaat hingga pendistribusian bantuan diawasi oleh berbagai instansi 

pemerintah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dapat 

memperkecil kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses implementasi 

program. 

Proses implementasi program yang harus melalui beberapa tahapan 

menimbulkan tantangan tersendiri. Tantangan yang dihadapi cukup beragam, 

seperti distribusi dana yang tidak merata, kurangnya sosialisasi kepada penerima 

manfaat, dan kendala administratif lainnya yang sering kali menghambat 

efektivitasnya (Kemdikbud, 2020). Beberapa studi menunjukkan bahwa tidak 

semua penerima bantuan benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan 

ada juga masalah dalam hal pencairan dana yang terkadang terlambat atau tidak 

mencapai target yang ditentukan (Dimmera & Purnasari, 2020a). 

Tantangan dalam PIP menjadi tugas tambahan bagi pemerintah untuk terus 

mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme distribusi untuk memastikan efektivitas 

PIP dapat terwujud. Langkah-langkah perbaikan terus dilakukan termasuk 

penyempurnaan mekanisme distribusi dana, peningkatan transparansi, dan 

pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan program. Sebagai program 

nasional PIP tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan 

akses pendidikan, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun generasi masa 

depan yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar global. Inisiatif ini 



6 

Universitas Sriwijaya 

 

 

 

sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan 

berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari 

latar belakang ekonomi yang kurang mampu (Junius Lengkong et al., 2024a). 

PIP telah berjalan lebih daari sepuluh tahun. Pada laporan tahun 2019 terdapat 

beberapan provinsi yang menerima bantuan PIP terbanyak. Provinsi yang 

mendapatkan penyaluran bantuan PIP terbanyak itu adalah Lampung, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 

Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan (Retnaningsih, 2019). 

Tingginya jumlah penerima manfaat di provinsi-provinsi tersebut mencerminkan 

kebutuhan akan intervensi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam 

konteks Kota Palembang, pelaksanaan PIP tidak hanya dipengaruhi oleh aspek 

administratif dalam penyaluran bantuan, tetapi juga oleh narasi kebijakan yang 

membentuk persepsi publik dan efektivitas program. 

Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki 

dinamika sosial-ekonomi. Menurut Rencana Induk Kelitbangan 2024-2029 Kota 

Palembang memiliki permasalahan diantaranya menurunnya kualitas air sungai 

Musi, pengelolaan sampah, dan rumah singgah bagi anak jalanan. Pada gambar 1.2 

menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan per tahun mulai 

tahun 2015 – 2018, kemudian kembali mengalami peningkatan tahun 2019-2021, 

setelah itu mengalami penurunan kembali hingga mencapai angka 173,59 jiwa pada 

tahun 2024 (BPS, 2024). 
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Gambar 1.2. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palembang 

2015-2024 

(BPS, 2024) 

 

Meskipun Kota Palembang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin 

hal ini tidak menjadikan permasalahan pendidikan tidak ada. Permasalahan rumah 

singgah masih menjadi salah satu target penyelesaian prioritas pemerintah Kota 

Palembang. Maraknya keberadaan anak jalanan yang berkonotasi negatif bagi 

negatif membuat keberadaannya tidak diterima baik. Anak-anak yang seharusnya 

mendapatkan pendidikan justru harus menjadi pengamen jalanan dan tidak 

memiliki tempat tinggal yang jelas. 

 

 

Tabel 1.3. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kota 

Palembang tahun 2021-2024 

Jenjang 

Pendidikan 

Angka Partisipasi 

Murni 

Angka Partisipasi Kasar 

 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

SD 93,30 97,85 97,98 107,96 111,05 109,35 

SMP 69,62 75,10 79,52 90,37 79,64 90,34 

SMA 62,74 62,29 66,13 102,30 95,66 88,03 

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Palembang 
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Pada tabel 1.3 memperlihatkan capaian tingkat pendidikan di Kota 

Palembang dalam kurun waktu 2021-2024. Pada tingkat SD capaian selalu stabil 

mendekati seratus persen. sedangkan pada jenjang SMP dan SMA angka capaian 

masih belum memenuhi target partisipasi yang diharapkan. Capaian tingkat 

pendidikan di Kota Palembang menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang ada. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat 

memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pada beberapa studi menunjukkan bahwa tidak semua penerima bantuan 

benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan, dan ada juga masalah dalam 

hal pencairan dana yang terkadang terlambat atau tidak mencapai target yang 

ditentukan (Dimmera & Purnasari, 2020b). Selain itu kurangnya sosialisasi kepada 

penerima manfaat, dan kendala administratif lainnya yang sering kali menghambat 

efektivitasnya (Kemendikbud, 2020). Tantangan yang masih dihadapi Indonesia 

dalam hal akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok yang kurang 

mampu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa setiap anak di Indonesia dapat mengakses pendidikan 

berkualitas yang mereka butuhkan untuk berkembang (Wilhelm et al., 2021). 

PIP sebagai salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk 

mengurangi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan di kalangan masyarakat 

kurang mampu. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan dana pendidikan 

kepada siswa dari keluarga prasejahtera agar mereka dapat terus melanjutkan 

pendidikan tanpa terhambat oleh biaya. Dalam beberapa tahun terakhir, PIP telah 

berhasil menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia, memberikan mereka akses 

yang lebih baik ke pendidikan dasar dan menengah. 

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Langkah-langkah 

perbaikan tersebut termasuk penyempurnaan mekanisme distribusi dana, 

peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan 

program. PIP tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan 

akses pendidikan, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun generasi masa 

depan yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar global. Inisiatif ini 
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sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan 

berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari 

latar belakang ekonomi yang kurang mampu (Junius Lengkong et al., 2024b) 

Penelitian-penelitian mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia 

sebagian besar berfokus pada outcome pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dampak terhadap 

kemiskinan (Syukri et al., 2023b). Penelitian yang dilakukan sebelumnya 

cenderung mengukur keberhasilan PIP melalui indikator kuantitatif. Contohnya 

tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu atau perubahan kondisi sosial- 

ekonomi penerima bantuan. Selain itu, beberapa penelitian juga membahas 

ketepatan sasaran penerima bantuan (Zamjani, 2019b) dan efektivitas teknis dalam 

implementasi program, seperti mekanisme distribusi dana dan penggunaan 

teknologi untuk validasi penerima. 

Studi yang mengeksplorasi interaksi dan dinamika antar aktor dalam desain 

kebijakan PIP dan bagaimana masukan dari berbagai pihak digunakan untuk 

perbaikan kebijakan, masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam 

literatur mengenai aspek proses kebijakan PIP. Untuk menjawab kekurangan ini 

penggunaan kerangka Narrative Policy Framework (NPF) dan Teori Tiga Dimensi 

Kekuasaan Steven Lukes dapat menjadi pendekatan yang relevan. Karena kedua 

teori tersebut mampu menganalisis bagaimana narasi kebijakan dibentuk, 

bagaimana kekuasaan mempengaruhi dinamika antar aktor, serta bagaimana 

preferensi dan keputusan dalam desain kebijakan dipengaruhi oleh struktur sosial 

dan dominasi tertentu. 

Narrative Policy Framework (NPF) adalah pendekatan teoretis yang 

digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik dibentuk, 

dipersepsikan, dan diimplementasikan melalui narasi yang dibangun oleh berbagai 

aktor dalam proses kebijakan (Ertas & McKnight, 2020a). Teori ini diperkenalkan 

oleh Jones dan McBeth (2010), NPF menawarkan pendekatan sistematis dan 

kuantitatif untuk memahami peran narasi dalam politik dan kebijakan public (Jones 

& McBeth, 2020). NPF beroperasi melalui empat elemen utama: setting, character, 

moral of the story, dan plot. Setting memberikan konteks sosial, ekonomi, atau 
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politik di mana narasi berlangsung. Karakter mengacu pada aktor dalam narasi, 

seperti pahlawan (heroes), penjahat (villains), dan korban (victims). Karakter ini 

yang menggambarkan peran aktor-aktor kebijakan seperti pemerintah, masyarakat, 

atau kelompok kepentingan (Terlizzi, 2021a). Moral of the story adalah pesan yang 

ingin disampaikan, seperti solidaritas sosial dalam narasi pengentasan kemiskinan. 

Plot menggambarkan alur cerita dari pengenalan masalah, ketegangan antaraktor, 

hingga resolusi yang menunjukkan dinamika kekuasaan dan konflik dalam proses 

kebijakan 

Keunggulan NPF terletak pada kemampuannya menjembatani analisis 

kualitatif dan kuantitatif serta memberikan wawasan lintas kasus dan waktu. Pada 

penerapannya di Indonesia NPF dapat digunakan untuk memahami bagaimana 

kebijakan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dibentuk dan dipersepsikan oleh 

berbagai aktor. Sebagai contoh, pemerintah dapat digambarkan sebagai pahlawan 

dalam narasi resmi yang mempromosikan PIP, sementara media atau masyarakat 

mungkin menyoroti tantangan implementasi sebagai bagian dari plot yang lebih 

kompleks. Analisis seperti ini membantu mengeksplorasi bagaimana narasi 

memengaruhi persepsi publik dan implementasi kebijakan di tingkat nasional 

maupun lokal, dan memberikan dasar bagi rekomendasi perbaikan kebijakan (Ertas 

& McKnight, 2020a; Peterson et al., 2020). 

Pelaksanaan PIP tidak hanya bergantung pada prosedur administratif dan 

organisasional, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan narasi yang 

dibangun oleh berbagai aktor kebijakan. Pada studi kebijakan publik konsep 

kekuasaan masih belum mendapatkan perhatian yang mendalam. Beberapa 

penelitian yang muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an beberapa penelitian 

mulai mengkaji peran kekuasaan dalam proses kebijakan, namun fokus terhadap 

aspek tersebut mengalami penurunan dalam beberapa dekade ini (Herweg et al., 

2018). Beberapa penelitian masih ada yang membahas mengenai kekuasaan secara 

umum, seperti penelitian yang dilakukan oleh Cook (2010). Peneletian tersebut 

membahas bahwa teori kebijakan yang ada masih kurang mengakomodasi analisis 

kekuasaan secara mendalam. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam memahami 
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bagaimana aktor-aktor dalam kebijakan menggunakan kekuasaan mereka untuk 

memengaruhi hasil kebijakan. 

Teori yang menyentuh aspek kekuasaan, tetapi belum secara eksplisit seperti 

teori yang dikembangkan oleh Weible dan Sabatier (2018). Teori ini 

mengasumsikan bahwa adanya sistem pluralis yang mengakui keberagaman aktor 

dalam proses kebijakan, namun tidak menguraikan secara spesifik bagaimana 

kekuasaan didistribusikan dan digunakan (Weible, 2017). Pendekatan lainnya 

seperi Social Construstion and Policy Design Framework membahas bagaimana 

peran aktor kebijakan membentuk persepsi public terhadap kelompok tertentu, 

tetapi kurang menyoroti bagaimana operasionalnya secara konkrit (Schneider & 

Ingram, 2005). 

Kesenjangan dalam kajian kekuasaan ini dapat diatasi dengan menggunakan 

perspektif yang lebih sistematis dan dapat memahami kompleksitas dinamika 

kebijakan maka penelitian ini menggunakan kerangka Teori Tiga Dimensi 

Kekuasaan Steven Lukes (Lukes, 2005) untuk menganalisis bagaimana kekuasaan 

dijalankan oleh aktor politik dan sosial. Kerangka ini memberikan pendekatan 

komprehensif yang mencakup tiga dimensi kekuasaan: pengambilan keputusan 

(decision-making), pengendalian agenda (non-decision-making), dan manipulasi 

keinginan (shaping desires) (Ertas & McKnight, 2020a; Jenkins & Gaventa, 1982a). 

Dimensi pertama, yaitu pengambilan keputusan. Pada dimensi ini 

mencerminkan kekuasaan yang terlihat secara eksplisit dalam proses pembuatan 

kebijakan. Pada konteks PIP hal ini terlihat pada keputusan tentang alokasi sumber 

daya, distribusi dana, dan kriteria seleksi penerima manfaat. Pemerintah daerah dan 

instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Bappeda memiliki kekuasaan 

signifikan dalam menentukan implementasi kebijakan ini (Hunter, 1953a; 

Livernash, 1963a). Keputusan ini sering kali mencerminkan kepentingan aktor 

formal, seperti pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga pendidikan yang dapat 

menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat jika proses pengambilan 

keputusan tidak melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas (Domhoff, 

2005a). 
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Dimensi kedua adalah pengendalian agenda. Pengendalian agenda mencakup 

kemampuan aktor kuat untuk menentukan isu-isu yang dibahas atau diabaikan 

dalam proses kebijakan. Dalam pengimplementasian PIP pengendalian agenda 

terlihat ketika isu-isu penting, seperti transparansi penggunaan dana dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan penerima manfaat, diabaikan oleh 

aktor tertentu (Bachrach & Baratz, 1962; Lukes J. Allen, 1974). Bachrach dan 

Baratz menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali dijalankan dengan cara 

memastikan bahwa hanya isu-isu yang mendukung kepentingan aktor kuat yang 

dibahas dalam agenda kebijakan. Jika kekhawatiran seperti potensi penyalahgunaan 

dana PIP tidak pernah masuk dalam agenda resmi. Maka hal ini menunjukkan 

adanya pengendalian agenda oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu 

(Bachrach & Baratz, 1962). 

Dimensi ketiga, yaitu manipulasi keinginan. Bentuk kekuasaan yang paling 

subtil dan sulit terdeteksi. Manipulasi ini melibatkan kemampuan aktor untuk 

membentuk persepsi, kebutuhan, dan keinginan masyarakat sehingga mereka 

menerima keadaan yang sebenarnya merugikan mereka. Dalam konteks PIP, narasi 

yang dibangun oleh aktor dominan dapat membuat masyarakat meyakini bahwa 

bantuan ini adalah bentuk kedermawanan pemerintah yang tidak perlu 

dipertanyakan, meskipun terdapat kelemahan seperti ketidakadilan dalam distribusi 

bantuan (Haugaard, 2008a; Toledo, 2005). Analisis ini mengungkap bagaimana 

penerima manfaat mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima 

kondisi yang ada karena keinginan mereka telah dibentuk oleh narasi tertentu. 

Dengan menggunakan kerangka tiga dimensi kekuasaan Lukes, analisis terhadap 

PIP dapat mengidentifikasi bagaimana kekuasaan memengaruhi efektivitas 

program, serta bagaimana kebijakan ini dapat ditingkatkan untuk lebih memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang dituju (Jenkins & Gaventa, 1982b; Zamjani, 2019b). 

Di dalam buku Political Spectacle and the Fate of American Schools, Mary 

Lee Smith dan rekan-rekannya (2004) menggambarkan politik kebijakan 

pendidikan sebagai sebuah tontonan politik, "dengan sutradara, panggung, 

pemeran, alur cerita, dan tirai yang membatasi aksi di depan panggung—yang dapat 

disaksikan oleh publik—dengan apa yang terjadi di balik layar, di mana 



13 

Universitas Sriwijaya 

 

 

 

pengambilan keputusan dan alokasi nilai sebenarnya berlangsung" (Smith-Walter 

et al., 2020a). Pandangan ini menunjukkan bagaimana narasi kebijakan dapat 

memengaruhi proses politik, baik secara eksplisit maupun implisit. 

Berbagai isu kebijakan pendidikan, pendidik, pembuat kebijakan, serta 

pendukung dan penentang kebijakan seringkali tidak mencapai kesepakatan, 

termasuk dalam hal tujuan pendidikan. Ketidaksepakatan ini biasanya terwujud 

sebagai konflik ideologis antara kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda 

yang masing-masing menggunakan narasi berbasis emosi dan bukti yang dipilih 

secara selektif. Di sisi lain, teori kekuasaan Steven Lukes menawarkan perspektif 

yang dapat melengkapi pendekatan NPF dengan memahami bagaimana kekuasaan 

memengaruhi proses kebijakan pendidikan. Dalam Power: A Radical View (1974), 

Lukes memperkenalkan konsep kekuasaan dalam tiga dimensi: pengambilan 

keputusan (decision-making), pengendalian agenda (non-decision-making), dan 

manipulasi keinginan (shaping desires). Ketiga dimensi ini memberikan kerangka 

untuk menganalisis bagaimana suatu keputusan dibuat, isu-isu yang diabaikan, dan 

bagaimana preferensi masyarakat dapat dibentuk oleh aktor-aktor kebijakan yang 

memiliki kekuasaan (Jenkins & Gaventa, 1982c; Lukes J. Allen, 1974). 

Sebagian besar literatur penelitian kebijakan pendidikan masih berfokus pada 

analisis empiris tentang outcome sistem pembelajaran, tetapi pendekatan naratif 

sering kali diarahkan pada studi pengalaman personal dari siswa, guru, dan pihak 

lain (Clandinin & Huber, 2009). Namun, dengan mengintegrasikan NPF dan Teori 

Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes disertasi ini berupaya untuk mengisi 

kesenjangan ini dengan menawarkan analisis multidimensional terhadap hubungan 

antara kebijakan pendidikan dan politik. Pendekatan ini tidak hanya memberikan 

kejelasan konseptual, tetapi juga mampu mendorong kolaborasi lintas disiplin dan 

memperluas wawasan tentang bagaimana narasi kebijakan dan kekuasaan dapat 

memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Hal ini memberikan kontribusi 

penting bagi literatur yang membahas persimpangan antara kebijakan pendidikan, 

politik, dan kekuasaan. 
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Terdapat dua elemen utama dari teori NPF itu sendiri, yang pertama adalah 

Policy Narrative Form (Struktur) dan Policy Narrative Content (Isi). Policy 

Narrative Form akan menjelaskan bagaimana manifestasi pada asumsi pada suatu 

kerangka narasi, sedangkan policy narrative content akan berpatokan pada susunan 

carita pada argument yang tersedia dibalik narasi kebijakan yang disusun. Jungrav- 

Gieorgica (2020) mengatakan bahwa kedua elemen di atas harus dapat menjelaskan 

dengan spesifik empat poin yang terdiri dari setting atau latar yang meliputi 

cakupan wilayah geografi, batas demografi, dan parameter dari karakteristik 

tertentu. Kemudian terdapat aktor yang terlibat pada narasi yang dibangun yang 

tediri dari tokoh protagonis, antagonis, dan korban. Selain itu dari segi plot, bentuk 

dari sebuah NPF memiliki 3 urutan yaitu Introduksi (bagian awal), klimaks (bagian 

tengah), dan terakhir adalah resolusi (bagian akhir). Setiap narasi kebijakan 

dibentuk untuk menyampaikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Maka 

dari itu, bentuk terakhir dari narasi kebijakan adalah nilai moral dalam bentuk solusi 

dari permasalahan yang sedang dihadapi pada masyarakat. 

Pengaplikasian kerangka Teori Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes 

(Haywarda & Lukesb, 2008) dan Narrative Policy Framework (NPF) dapat 

dipahami bagaimana kekuasaan memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Dimensi 

pertama, yaitu pengambilan keputusan (decision-making), mencakup alokasi 

sumber daya, distribusi dana, dan seleksi penerima manfaat oleh pemerintah daerah 

dan lembaga terkait (Domhoff, 2005a; Hunter, 1953a). Dimensi kedua, 

pengendalian agenda (non-decision-making) yang melibatkan pengabaian isu-isu 

penting seperti transparansi atau keterlibatan masyarakat untuk melindungi 

kepentingan aktor tertentu (Bachrach & Baratz, 1962; Lukes, 2005). Dimensi 

ketiga, yaitu manipulasi keinginan (shaping desires) terjadi ketika narasi yang 

dibangun oleh aktor dominan memengaruhi persepsi masyarakat sehingga mereka 

menerima kondisi yang kurang adil atau tidak transparan (Haugaard, 2008a; 

Toledo, 2005). Dengan memahami ketiga dimensi ini, analisis PIP dapat 

mengungkap bagaimana kekuasaan digunakan dan memengaruhi efektivitas serta 

keadilan program (Gaventa, 2006; Peterson et al., 2020). 



15 

Universitas Sriwijaya 

 

 

 

NPF berfokus pada bagaimana narasi dibangun dan digunakan oleh aktor 

kebijakan untuk mempengaruhi persepsi publik serta proses pengambilan kebijakan 

(O’Donovan, 2018a). Elemen-elemen utama NPF, seperti karakter (pahlawan, 

penjahat, korban), setting (konteks kebijakan), moral of the story (pesan yang 

disampaikan), dan plot (alur cerita), membantu memahami bagaimana kebijakan 

seperti PIP dipersepsikan dan mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat 

local (Ertas & McKnight, 2020a). 

Di Kota Palembang narasi tentang PIP dapat digunakan untuk melegitimasi 

kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian agenda, serta 

membentuk persepsi publik tentang program ini (Syukri et al., 2023b). Narasi 

kebijakan yang dominan menentukan siapa yang dianggap layak menerima manfaat 

(dimensi pertama), mengontrol isu yang dibahas (dimensi kedua), dan 

memanipulasi keinginan masyarakat untuk menerima program tanpa 

mempertanyakan kekurangannya (Stankevich, 2016). Dengan mengaitkan NPF dan 

Tiga Dimensi Kekuasaan Lukes penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana 

narasi PIP dibangun, bagaimana kekuasaan mempengaruhi implementasinya, dan 

bagaimana keduanya berinteraksi dalam membentuk persepsi publik. 

Integrasi antara Teori Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes dan Narrative 

Policy Framework (NPF) penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang 

bagaimana kekuasaan digunakan dan narasi dibangun untuk mempengaruhi 

implementasi kebijakan. NPF membantu menganalisis elemen-elemen narasi, 

seperti karakter, setting, moral of the story, dan plot yang menunjukkan bagaimana 

kebijakan itu dibentuk, dipersepsikan, dan diimplementasikan. Sementara itu, Teori 

Kekuasaan Lukes memungkinkan analisis yang mendalam terhadap relasi 

kekuasaan, mulai dari pengambilan keputusan (decision-making), pengendalian 

agenda (non-decision-making), hingga manipulasi keinginan (shaping desires) 

dalam kebijakan public (Bachrach & Baratz, 1962; Gaventa, 2006). 

Penelitian ini relevan untuk memahami dinamika kekuasaan yang sering kali 

tersembunyi dalam implementasi kebijakan. Seperti narasi yang dibangun oleh 

aktor kebijakan seperti pemerintah atau media dapat digunakan untuk melegitimasi 

kekuasaan dalam pengambilan keputusan (dimensi pertama), mengontrol isu-isu 
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yang dibahas atau diabaikan (dimensi kedua), dan membentuk persepsi masyarakat 

tentang kebijakan tersebut (dimensi ketiga) (Haugaard, 2008a; Stankevich, 2016). 

Dengan menggunakan pendekatan ini penelitian mampu mengidentifikasi 

bagaimana narasi kebijakan berinteraksi dengan relasi kekuasaan untuk 

memengaruhi efektivitas implementasi PIP di Kota Palembang. Sebagai contoh, 

narasi resmi sering kali menggambarkan pemerintah sebagai pahlawan dalam 

meningkatkan akses pendidikan, namun sering kali mengabaikan isu-isu 

transparansi atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat (Syukri et al., 2023b; 

Toledo, 2005). 

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan Teori Kebijakan Publik 

dengan mengintegrasikan NPF dan Teori Tiga Dimensi Kekuasaan secara 

bersamaan, karena kedua pendekatan ini jarang digunakan dalam literatur 

sebelumnya. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini nantinya penelitian ini 

tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang interaksi antara narasi dan 

kekuasaan, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk memperbaiki 

implementasi kebijakan agar lebih adil dan efektif (Crow & Lawlor, 2016a; 

Peterson et al., 2020). Kontribusi lainnya dari penelitian ini adalah memberikan 

kontribusi bagi metodologi studi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam 

konteks lokal yang kompleks seperti Kota Palembang, dan menambah wawasan 

tentang bagaimana kebijakan sosial dapat dirancang dan diimplementasikan untuk 

mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan (Lyon, 2021a; 

E. A. Shanahan, Jones, & McBeth, 2018a). 

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan strategis 

yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat 

yang kurang mampu. Berbagai penelitian telah mengevaluasi efektivitas program 

ini terutama dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi tingkat 

putus sekolah. Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih berorientasi pada 

pendekatan kuantitatif, seperti analisis distribusi dana dan capaian program. 

Minimnya kajian yang mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini dibingkai melalui 

narasi oleh aktor kebijakan dan media menunjukkan adanya celah yang perlu diteliti 

lebih lanjut. Dari segi teori, studi kebijakan di Indonesia masih banyak 

mengandalkan pendekatan New Public Management (NPM) yang menekankan 

pada efisiensi administrasi dan birokrasi. Pendekatan ini kurang menggali 
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bagaimana kebijakan dikonstruksi dalam wacana publik melalui narasi yang 

digunakan oleh pemerintah maupun media.  

Penelitian mengenai peran narasi dalam membentuk persepsi dan legitimasi 

kebijakan masih terbatas, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam. 

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan 

Narrative Policy Framework (NPF) dan Teori Kekuasaan Tiga Dimensi Steven 

Lukes untuk menganalisis bagaimana kebijakan PIP dikomunikasikan dan 

bagaimana kekuasaan berperan dalam implementasinya. 

Metodologi yang digunakan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang lebih dominan menggunakan survei dan analisis statistik, 

meskipun mampu memberikan gambaran kuantitatif, namun kurang menangkap 

dinamika sosial dan politik yang terjadi dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis naratif dan 

kekuasaan, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, 

analisis framing media, serta teknik koding naratif untuk mengidentifikasi pola-pola 

yang muncul dalam pembingkaian kebijakan. Pendekatan yang dipakai membuat 

penelitian ini tidak hanya menelusuri bagaimana kebijakan PIP dibangun dan 

dikomunikasikan, tetapi juga menggali bagaimana kekuasaan digunakan dalam 

implementasi kebijakan.  

Disertasi ini hadir sebagai bentuk kebaruan dari penelitian sebelumnya dan 

untuk memberikan dasar bagi para peneliti yang ingin mengembangkan dan 

menjalankan studi menggunakan Kerangka Kebijakan Naratif (Narrative Policy 

Framework) pada tingkat mikro, meso, atau makro dalam konteks pendidikan. 

Dalam memahami kompleksitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan 

mengeksplorasi dinamika kekuasaan serta narasi yang memengaruhi 

implementasinya maka diperlukan identifikasi permasalahan yang lebih mendalam. 

Pada tahap selanjutnya peneliti akan merumuskan rumusan masalah yang akan 

menjadi fokus penelitian, sehingga analisis dapat diarahkan untuk memberikan 

kontribusi signifikan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah yang lebih padat dan jelas: 

1. Bagaimana narasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) 

dibentuk dan dikomunikasikan oleh para aktor kebijakan? 

2. Bagaimana implementasi program PIP dilihat dari perspektif tiga dimensi 

kekuasaan Steven Lukes? 

3. Bagaimana integrasi pendekatan Narrative Policy Framework (NPF) 

dengan tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes dapat memperjelas dinamika 

relasi kekuasaan dalam kebijakan PIP? 

4. Bagaimana model relasi narasi kekuasaan dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan efektivitas kebijakan PIP di Kota Palembang? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis narasi kebijakan dibentuk oleh media online dan bagaimana 

elemen naratif dominan mencerminkan kepentingan kebijakan dan 

kekuasaan. 

2. Mengungkapkan dinamika yang terjadi dalam kebijakan PIP melalui 

pendekatan NPF dan tiga dimensi kekuasan Steven Lukes. 

3. Merumuskan model relasi narasi kekuasaan dalam PIP dengan 

mempertimbangkan peran media dan aktor kebijakan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik secara 

teoretis maupun praktis dalam memahami interaksi antara narasi kebijakan 

dan kekuasaan dalam implementasi kebijakan publik, khususnya PIP. 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait NPF dengan 

memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana narasi 

kebijakan dibentuk oleh media online dan bagaimana elemen naratif 

dominan mencerminkan kepentingan kebijakan dan kekuasaan. 

2. Penelitian ini akan mengembangkan pemahaman mengenai penerapan teori 

kekuasaan tiga dimensi Steven Lukes dalam konteks implementasi 

kebijakan publik, khususnya dalam memahami bagaimana kekuasaan 

bekerja di berbagai dimensi (terbuka, tersembunyi, dan ideologis) dalam 

mempengaruhi proses kebijakan dan persepsi publik. 

3. Penelitian ini akan menambah pemahaman tentang bagaimana elemen- 

elemen naratif (setting, character, moral of the story, dan plot) dalam NPF 

bekerja bersama dengan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, 

pengendalian agenda, dan manipulasi keinginan. 

4. Hasil penelitian dapat membangun sebuah model integrasi teori NPF dan 

teori kekuasaan tiga dimensi Steven Lukes dalam kontek implementasi PIP 

di Indonesia. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para 

pembuat kebijakan mengenai bagaimana narasi kebijakan yang dibentuk 

oleh media dapat mempengaruhi persepsi publik dan efektivitas 

implementasi kebijakan. 

2. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para pelaksana kebijakan 

di tingkat lokal, khususnya di Kota Palembang, tentang bagaimana 

kekuasaan digunakan oleh aktor-aktor kunci dalam proses implementasi 

kebijakan. 

3. Penelitian ini dapat membantu media dan lembaga komunikasi publik 

memahami peran mereka dalam membingkai narasi kebijakan yang 

mempengaruhi persepsi publik. 

4. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga 

pendidikan, dan aktor-aktor kunci lainnya untuk merumuskan strategi 

yang lebih efektif dalam pelaksanaan PIP, termasuk meningkatkan 

transparansi, distribusi yang tepat sasaran, dan penerimaan publik 

terhadap kebijakan ini. 

Dengan manfaat teoretis dan praktis ini, penelitian diharapkan tidak hanya 

memberikan kontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga memberikan panduan 

yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik di Indonesia. 
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